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ABSTRAK

Lastriyah: Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa
Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah). Skripsi.Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya praktik gadai tanah pertanian di
masyarakat namun tidak ada akad yang jelas dalam perpanjangan waktu gadai
tanah sistem oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten
Magelang. Perjanjian gadai tanah oyotan ini dilakukan warga secara turun
temurun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif
analitik dengan cara membaca hasil wawancara, teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan gadai tanah oyotan
yaitu: 1) rahin menggadaikan tanahnya kepada murtahin untuk mendapatkan
pembiayaan (utang), 2) marhun ditahan dan dikelola murtahin, 3) gadai tanah
oyotan berakhir ketika terjadi pelunasan utang dan pengembalian marhun. Praktik
gadai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad rahn berdasarkan KHES,
namun untuk penyelesaian akad belum sesuai karena apabila rahin belum mampu
mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, maka perjanian gadai oyotan
diperpanjang sedangkan dalam KHES seharusnya marhun dijual untuk melunasi
utang rahin.

Keyword: oyotan, gadai tanah, rahn, Hukum Islam, KHES.
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah:5-6)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna yang telah
meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan
manusia, baik dalam hal ibadah (Habluminallah) dan muamalah yaitu ibadah
manusia dengan manusia (Habluminannas) (Amir, 2015:83).

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa lepas dari hubungan dan
interaksi sosial antar sesama manusia dengan saling tolong-menolong untuk
memenuhi kebutuhannya. Allah SWT sebagai pencipta manusia telah
menyediakan segala kebutuhan manusia yang terhampar luas dimuka bumi.
Manusia dapat mengambil segala manfaat yang ada dibumi, namun juga
berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan bumi sebagaimana
fitrah manusia sebagai kholifah di muka bumi (Bahreisy & Bahreisy, n.d.).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup
penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256
jiwa (49,79 %) dan di daerah pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 %)
(Statistik, n.d.). Indonesia merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian
dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan
nasional, diantaranya sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk,

sumbangan terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku



industri serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi (Ashari & Saptana,
2005:132).

Potensi pengembangan sektor pertanian di Indonesia sangat tinggi,
mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Pemanfaatan sektor pertanian secara maksimal akan
berdampak pada pembangunan dan peningkatan sektor-sektor lainnya baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Setiap usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi,
sehingga perlu diterapkan dasar-dasar pengetahuan pengelolaan usaha
pertanian. Keberhasilan usaha pertanian dipengaruhi oleh faktor produksi
yaitu modal, tanah dan tenaga kerja. Modal diperlukan untuk pengadaan
sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida,peralatan), biaya perawatan, biaya
penyimpanan, pemasaran dan pengangkutan. Pertanian melibatkan berbagai
transaksi ekonomi, diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama baik
tenaga kerja maupun permodalan.

Namun sektor pertanian dihadapkan pada berbagai faktor penghambat
pengembangannya, seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, kondisi
iklim yang kurang mendukung dan lain-lain. Terdapat berbagai transaksi
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pertanian diantaranya pengajuan modal
usaha ke lembaga keuangan, penjualan aset lain, kerjasama paron, serta gadai
tanah pertanian. Akan tetapi, karakteristik usaha pertanian yang mengandung
banyak resiko menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai

usaha ini relatif rendah (Ashari & Saptana, 2005).



Salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan untuk modal usaha pertanian
yang sering dilakukan dalam masyarakat petani yaitu gadai tanah pertanian.
Gadai tanah pertanian menjadi populer karena dianggap praktis, cepat dan
tidak berbelit-belit. Akad gadai telah lama dipraktekkan di tengah-tengah
masyarakat berdasarkan adat/kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing
masyarakat.

Hubungan pemenuhan kebutuhan diantara dua orang atau lebih harus
terdapat suatu aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak
yaitu melalui ijab dan gabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya (Mardani, 2012) atau disebut
dengan akad (kesepakatan). Akad dalam sebuah perjanjian harus jelas agar
tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Hal ini bertujuan untuk
mencapai kemaslahatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT
menurunkan syariat sebagai pedoman hidup manusia baik secara pribadi
maupun selaku anggota masyarakat dalam urusan muamalah, seperti halnya
masalah gadai.

Gadai dalam Islam disebut akad rahn. Gadai (rahn) yaitu menjadikan
suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang,
dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau
sebagian utang dapat diterima (Sahrani & Abdullah, 2011). Rukun rahn
terdiri atas murtahin, rahin, marhun, marhun bih dan Akad (PPHIMM,

2009). Berdasarkan tujuannya, akad rahn merupakan akad tolong-menolong



untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT, yang dikenal dengan
akad Tabarru’ (Mardani, 2012).

Praktik gadai tanah ini telah dipraktikkan di masyarakat secara turun
menurun dari zaman dahulu dan masih berjalan hingga saat ini. Terdapat dua
jenis gadai dalam masyarakat tersebut yaitu gadai tahunan dan gadai oyotan.
Gadai tahunan merupakan perjanjian gadai tanah dengan jangka waktu
tertentu dengan harga per tahun yang telah disepakati, jika waktu yang
disepakati telah habis maka tanah tersebut akan kembali kepada pemilik awal
tanpa pengembalian pinjaman oleh penggadai. Sedangkan gadai oyotan
merupakan sistem gadai tanah dimana penggadai meminjam sejumlah uang
kepada penerima gadai dengan memberikan jaminan berupa tanah/lahan
pertanian kepada penerima gadai dalam jangka waktu tertentu, tanah tersebut
kemudian dikelola oleh penerima gadai selama penggadai belum
mengembalikan uang pinjamannya dan akan kembali kepada penggadai
bersamaan dengan pengembalian pinjaman tersebut.

Gadai tanah oyotan lebih banyak dipraktikkan dimasyarakat luas di
berbagai daerah, karena penggadai dapat mengajukan pinjaman dengan
jumlah yang lebih besar daripada dengan gadai tahunan. Selain proses yang
mudah, cepat serta jaminan bahwa tanah tersebut tidak akan dijual oleh
penerima gadai menjadi pertimbangan yang dipilih oleh penggadai. Karena
lazimnya transaksi gadai tanah oyotan tersebut maka perlu dilakukan
penelitian mengenai kesesuaian praktik gadai tanah oyotan yang berlaku

dalam masyarakat dengan gadai menurut hukum Islam.



Hukum Islam sangat luas cakupannya, masalah gadai dalam Islam diatur
dalam bidang ilmu figh rahn. penelitian ini dianalisis menggunakan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena KHES merupakan
referensi pokok (aturan perundangan hukum Islam di Indonesia) yang berisi
hukum Islam terapan yang lebih rinci sesuai kebutuhan masyarakat serta
acuan pokok para hakim di lungkungan pengadilan agama dalam
menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah.

Desa Ngemplak merupakan salah satu masyarakat yang menerapkan
tradisi gadai tanah pertanian. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang,
Desa Ngemplak merupakan sebuah desa di lereng Gunung Sumbing yang
jauh dari keramaian kota, kurang lebih 44 KM dari pusat pemerintahan
Kabupaten ~ Magelang.  Mayoritas  masyarakat Desa  Ngemplak
bermatapencaharian sebagai petani, karena sebagian wilayah desa merupakan
lahan pertanian yang subur dan cocok untuk ditanami beberapa komoditas
pertanian seperti, jagung, sayuran dan tembakau.

Berdasarkan observasi awal yaitu wawancara terhadap Bapak Kirna
selaku Kepala Desa Ngemplak, peneliti mengetahui bahwa meski memiliki
kondisi geografis yang tergolong sangat baik, para petani dihadapkan pada
permasalahan yang muncul pasca panen yaitu kurangnya pengetahuan dan
informasi akan pemasaran hasil pertanian membuat harga jual hasil pertanian
di desa tersebut tergolong murah. Selain itu gagal panen yang disebabkan
oleh hama tanaman atau karena cuaca yang tidak sesuai juga menjadi pemicu

kebutuhan petani yang semakin membengkak. Pada akhirnya, beberapa



B.

masyarakat memutuskan untuk melakukan perjanjian gadai atas tanah
pertanian yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gadai
tanah pertanian menjadi populer di desa tersebut karena tanah merupakan
sesuatu yang berharga dan bisa dinilai dengan uang.

Melihat permasalahan diatas, penulis mengambil judul “Analisis
Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa Ngemplak
Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah)”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang berhasil

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingginya modal usaha pertanian di Desa Ngemplak Kecamatan

Windusari Kabupaten Magelang.

2. Tingginya praktik hutang piutang non lembaga di masyarakat Desa

Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

3. Rendahnya tingkat pembiayaan sektor pertanian oleh lembaga keuangan di

Magelang.

4. Tingginya praktik gadai di tengah masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan

Windusari Kabupaten Magelang.

5. Praktik gadai tanah pertanian di Desa Ngemplak masih menggunakan

sistem adat.



6. Rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Ngemplak tentang sistem gadai

tanah pertanian menurut hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak permasalahan
yang telah diidentifikasi. Akan tetapi karena keterbatasan biaya dan waktu,
maka penelitian ini dibatasi pada masalah praktik gadai tanah pertanian
sistem oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
ditinjau dari segi hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana praktik gadai tanah pertanian sistem oyotan di Desa Ngemplak
Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana kesesuaian antara praktik gadai sistem oyotan dengan akad

gadai dalam KHES?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan,

antara lain:

1. Mengetahui dan menjelaskan praktik gadai tanah pertanian sistem oyotan

di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.



2. Mengetahui kesesuaian antara praktik gadai sistem oyotan dengan akad

gadai dalam KHES .

Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat

yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan
tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah
pertanian sistem oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari

Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis
a) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
ataupun sebagai rujukan kepada masyarakat luas, bagaimana sistem
gadai tanah pertanian yang sesuai syariat Islam.
b) Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian-penelitian yang

senada dengan penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB Il
KAJIAN TEORI
A. Gadai Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Transaksi hukum gadai dalam figh Islam disebut ar-Rahn. Pengertian
ar-Rahn dalam bahasa arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti
tetap dan langgeng (Rosyadi, 2017: 191). Rahn diartikan pula dengan al-
habsu yang berarti menahan (Mardani, 2012), berdasarkan firman Allah

dalam QS. Al-Mudatsir (74) ayat 38:
“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.”

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna tertahan ini lebih dekat
dengan makna yang pertama, yakni tetap, karena sesuatu tertahan itu

bersifat tetap di tempatnya (Mardani, 2012).
Adapun pengertian gadai secara terminologi yaitu:
a. Menurut Ulama Malikiyah, rahn adalah:
< ol o x 2 2 o AL s wa_as won
e oY 0 A Wik asl e (e 2 Jhaia (ol
“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang

bersifat mengikat”

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan
saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat

tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan



secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti
menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah

surat jaminannya (sertifikat sawah) (Haroen, 2000:252).

Menurut Ulama Hanafiyah, rahn adalah:
LIS il 81 (0 ity 0 A 5 i G 4 L A8 Wl e s
sl s e Ly 5

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang)
itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya (Haroen, 2000:252)”

Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabillah, rahn adalah:
Al jilmel Sie Lehe (3000 0p% 4855 (e Jaa

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat
dijadikan pembayara utang apabila orang yang berutang tidak
bisa membayar utang tersebut (Haroen, 2000:252).”

. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya, rahn adalah:

Menahan salah satu harta milik rahin sebagai jaminan (marhun)
atas pinjaman/utang (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut
mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan
atau menerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat
mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya (Antonio,

2001:128).
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Menurut Sayid Sabidq,

Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
menurut syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang bersangkutan
boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat

barang itu (Anshori, 2005: 88).

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al-Mughni,

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu
hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak

sanggup membayarnya (Anshori, 2005: 88).

Menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul

Wahab,

Rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai
kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila

utang tidak dibayar (Anshori, 2005:88).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia,

Rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atau utang (fatwa

DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka (14)

Rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi

pinjaman sebagai jaminan (PPHIMM, 2009).
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
rahn adalah akad penyerahan barang untuk dijadikan jaminan sebagai
penguat bahwa utangnya akan dibayar kembali, dimana barang jaminan
tersebut bernilai ekonomis. Secara sederhana, rahn adalah semacam

jaminan utang.

Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik gadai
(rahn), antara lain terdapat dalam al-Qur’an, Hadist Rasulullah,
[jma’ulama dan fatwa DSN-MUI tentang rahn yang dijelaskan sebagai

berikut:

a. Firman Allah, QS al-Bagarah (2): 283:

f0 &
ow

Aalayia a8 IS 1503 Ty i e K )5

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang ...’

Pengertian yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa
transaksi utang-piutang harus dilakukan secara tertulis, apabila tidak
mendapat juru tulis maka hendaknya orang yang berhutang
memberikan suatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan
atas utangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar murtahin (pemberi
utang) tidak mengalami kerugian serta untuk menumbuhkan rasa

saling percaya diantara keduanya.
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b.

d.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia

berkata:
13 Jal ol (5358 (palah s 0 s e 0 0a ) 035

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan
berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah
baju besi kepadanya.”

Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu

Hurairah, Nabi SAW bersabda:
A adle 5 A AT AR (sl i e BT A

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya.”

Hadis Nabi riwayat jema’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, nabi SAW

bersabda:
G e G 13 ity o) D3 Gl (B ha (8 13) 4ty CK 5y il
4 o L8 6 e

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”
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e.

[jma’

Para ulama figh sepakat menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan
dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang
jaminan itu bisa langsung dikuasai/dipegang secara hukum oleh si
pemberi utang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat
dikuasai oleh si pemberi utang secara langsung, paling tidak ada
semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa status al-marhun

(menjadi agunan utang).
Kaidah Figih:
Vi 5 02 IS el 1 9 syl ozl s g

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada
dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama,
perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secarag tegas diharamkan

seperti tipuan, judi dan riba (Djazuli, 2006: 130).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai

syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:
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1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

43/DSN-MUI/111/2004 tentang Ganti Rugi.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

68/DSN-MUI/111/2008 tentang Rahn Tasjily.

3. Rukun dan Syarat Rahn
Rukun rahn yaitu penerima gadai (rahin), pemberi gadai (murtahin),
barang yang digadaikan (marhun), utang (marhun bih) serta akad (ijab

gabul/sighot) (mardani, 2015:175).

Sedangkan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Orang yang Bertransaksi (Agid)

Perjanjian utang-piutang dianggap sah apabila subjeknya
memenuhi syarat sesuai dengan tindakan hukum. Syarat-syarat bagi
orang yang bertransaksi gadai baik rahin maupun murtahin yaitu
mumayyiz, berakal sehat serta atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari

pihak lain (Mardani, 2015).
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b. Barang yang Digadaikan (Marhun)

d.

Syarat-syarat barang yang boleh dijadikan jaminan utang yaitu
dapat dimanfaatkan, bermanfaat, milik rahin, jelas, tetap dan dapat

dipindahkan (Anshori, 2005).

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “minhajul Muslim”
menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan

berarti tidak boleh digadaikan (Anshori, 2005:92).

Utang (Marhun Bih)

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat
dijadikan alasan gadai yaitu tetap, jelas dan lazim pada waktu akad

dilaksanakan.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya utang antara rahin dan
murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan
disuruh sumpah kecuali jika murtahin dapat mendatangkan bukti,
namun jika yang diperselisinkan adalah mengenai marhun, maka
ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh sumpah
kecuali jika rahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan

dakwaannya (Anshori, 2005:92).

Akad (ljab Qabul)

Akad merupakan ikatan antara rahin dan murtahin untuk saling

melakukan perjanjian rahn. Akad dapat dilakukan baik dalam bentuk
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lisan maupun tulisan, dengan syarat di dalamnya terkandung maksud
adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak (Mardani,

2015:249).

Madzab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dilakukan dengan
akad, setelah akad maka orang yang menggadaikan (rahin) harus
menyerahkan barang gadai (marhun) kepada pemberi gadai (murtahin)

(Anshori, 2005: 93).

4. Skema Gadai

Proses pembiayaan gadai di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

c¢. Pencairan Pembiayaan
Marhun Bih: Y

Pembiayaan

b. Akad Pembiayaan
Murtahin: Rahin:

Bank syariah Nasabah
d. Pembayaran + Biaya

Marhun:

a. Penerahan Jaminan

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Gadai di Lembaga Keuangan
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Keterangan gambar:

a. Nasabah menyerahkan jaminan (marhun) kepada bank syariah

(murtahin).

b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin

(bank syariah).

c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh

murtahin, maka murtahin mencairkan pembiayaan.

d. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah
disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk

pemeliharaan agunan.

5. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai (Marhun)

a. Pemanfaatan rahin atas marhun

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa:

Rahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin
murtahin, begitu pula sebaliknya murtahin tidak boleh
memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin. Pendapat ini senada

dengan pendapat Ulama Hanabilah.

2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa:

Apabila marhun sudah berada ditangan murtahin, rahin

mempunyai hak memanfaatkan.
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3) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa:

Rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak
menyebabkan marhun berkurang, tidak perlu meminta izin seperti
mengendarai, menempati dll. Namun jika pemanfaatan
menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun dll, rahin

harus meminta izin kepada murtahin.

b. Pemanfaatan murtahin atas marhun

1)

2)

3)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa:

Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun, sebab dia hanya

berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa:

Murtahin boleh memanfaatkan marhun jika diizinkan oleh
rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut dapat
diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat

ini senada dengan Ulama Syafi’iyah.

Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur

Mereka berpendapat jika marhun berupa hewan boleh
dimanfaatkan oleh murtahin seperti mengendarai atau mengambil

susunya dengan mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh
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rahin. Namun jika marhun selain hewan tidak boleh dimanfaatkan

kecuali atas izin rahin.

6. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat, apabila jangka waktu yang ditentukan
dalam perjanjian telah terlewati maka rahin berkewajiban untuk
membayar utangnya kepada murtahin, dan murtahin berkewajiban untuk
mengembalikan marhun kepada rahin (Anshori, 2005:96). Namun jika
rahin tidak mampu mengembalikan pinjamannya, hendaknya ia memberi
izin kepada murtahin untuk menjual marhun. Hasil penjualan marhun
digunakan untuk melunasi utang rahin kepada murtahin. Apabila ada sisa
hasil penjualan maka dikembalikan kepada rahin, namun jika hasil
penjualan tersebut belum dapat melunasi utang, maka rahin masih

berkewajiban untuk membayar sisanya.

Menurut Abdul Ghofur dalam bukunya, akad rahn berakhir dengan
beberapa cara yaitu marhun telah diserahkan kembali kepada rahin, rahin
membayar utang, marhun dijual, serta karena pembebasan utang oleh

murtahin (Anshori, 2005).

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian

Istilah kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur

(https://kbbi.web.id/kompilasi.html). Hukum merupakan seluruh
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aturan tingkah laku berupa norma/kaidah, baik tertulis maupun tidak
tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam
masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya
berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu (Adam, 2018).
Sedangkan kata ekonomi syariah menurut Hasanuz Zaman merupakan
pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya
ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber
material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan
melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat

(Mughits, 2008).

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
merupakan kumpulan pedoman prinsip syariah berkaitan dengan
penyelesaian masalah ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.
KHES merupakan landasan/undang-undang di lingkungan hakim
Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara ekonomi syariah (PERMA RI no. 2 tahun 2008).

. Sejarah

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (UUPA) (Mughits, 2008). UU No. 3 Tahun 2006 ini
memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Pasal 49 UU no. 3 Tahun
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2006 menyebutkan wewenang PA yang baru meliputi bidang:
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan

ekonomi syariah.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 diundangkan, maka Ketua MA
membentuk Tim Penyusun KHES berdasarkan surat keputusan nomor
: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang diketuai oleh
Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum (Mughits, 2008). Tugas dari
tim tersebut secara umum adalah menghimpun, dan mengolah bahan
(materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan
diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan
lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan
melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah

Agung (MA) RI (Mughits, 2008).

Tahapan yang ditempuh oleh tim tersebut adalah: menyesuaikan
pola pikir dalam bentuk seminar ekonomi syariah di Hotel Sahid
Kusuma Solo (21-23/04/2006) dan Hotel Sahid Yogyakarta (4-
6/06/2006), mencari format ideal melalui pertemuan dengan Bl

(7/06/2006), mengkaji pustaka (6-20//2006).

Materi dan isi KHES telah melalui diskusi panjang sebelum
akhirnya disosialisasikan dan diskusi untuk mencapai format yang

ideal sebelum akhirnya diundangkan oleh Ketua MA.
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3. Cakupan/lsi KHES

KHES disusun dalam empat buku yaitu (PPHIMM, 2009):

a. Bukul : Subjek Hukum dan Amwal

Berisi tiga bab yang mencakup ketentuan hukum,

subjek hukum dan amwal.

b. Buku ll : Tentang Akad

Berisi 29 bab tentang ketentuan hukum, asas akad,
rukun syarat akad, bai’, akibat bai’, syirkah,
syirkah milik, mudharabah, muzara’ah  dan
musaqgah, khiyar, ijarah, kafalah, hawalah, rahn,
wadi’ah, gashb, wakalah, shulh, pelepasan hak,
ta’min, obligasi syariah, pasar modal, reksadana
syariah, SBI syariah, pembiayaan multijasa,
gardh, pembiayaan rekening koran syariah, serta

dana pensiun syariah.

c. Buku Il : Zakat dan Hibah

Berisi empat bab meliputi ketentuan umum,
ketentuan umum zakat, harta yang wajib dizakati,

dan hibah.
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d. Buku IV . Akuntansi Syariah

Berisi tujuh bab tentang cakupan akuntansi
syariah, akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan,
akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak
terikat, akuntansi ekuitas, serta akuntansi zis dan

gardh.

C. Akad Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
1. Pengertian Akad

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku Il pasal 20
(1) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu (PPHIMM, 2009: 15). Rukun akad terdiri atas pihak-pihak

yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.

2. Pengertian Gadai
Menurut KHES pasal 20 angka (14), rahn/gadai adalah penguasaan
barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan
(PPHIMM, 2009: 16).
3. Dasar Hukum Gadai

Permasalahan gadai diatur dalam buku Il Tentang Akad bab XIV

pasal 373-408.
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4. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun rahn dalam pasal 372 KHES ada lima yaitu penerima gadai
(rahin), pemberi gadai (murtahin), barang yang digadaikan (marhun),
utang (marhun bih) serta akad (ijab gabul/sighot) (PPHIMM, 2009).

Adapun syarat rahn menurut KHES adalah:

a. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum.
Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak
yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak,
dan seterusnya.

b. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima
gadai.

c. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan
atau isyarat.

d. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahterimakan.

®

Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

5. Pembatalan Akad Rahn

KHES pasal 381 menyatakan bahwa akad rahn dapat dibatalkan
apabila marhun belum diterima oleh murtahin. Apabila marhun telah
diserahkan kepada murtahin maka rahin tidak dapat membatalkan
akad tanpa sepengetahuan murtahin akan tetapi akad rahn tersebut
dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua pihak. Murtahin
diperbolehkan untuk menahan marhun sampai utang dibayar lunas

oleh rahin.
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6. Hak dan Kewajiban dalam Akad Rahn

Akad atau perjanjian bersifat mengikat para pihak yang terlibat,
termasuk dalam akad rahn. para pihak (rahin dan murtahin)
mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-

masing kepada pihak lawan.

a. Hak dan kewajiban rahin meliputi:

1) menyerahkan marhun kepada murtahin;

2) membayar lunas utang yang diberikan murtahin;

3) mendapat utang sejumlah yang telah disepakati;

4) mendapat jaminan keamanan dan keutuhan marhun.

b. Hak dan kewajiban murtahin meliputi:

1) Memberikan utang sejumlah yang disepakati;

2) Memelihara dan menanggung semua biaya yang timbul dalam

pemeliharaan dan penyimpanan marhun;

3) Mengganti apabila marhun rusak karena kelalaiannya;

4) Menuntut pembayaran utang;

5) Tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seijin rahin.
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7. Berakhirnya Akad Gadai

Apabila telah jatuh tempo, maka rahin harus segera melunasi
utangnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan awal. Namun
jika rahin dalam hal ini tidak mampu untuk melunasi utang tersebut
maka kedua pihak boleh menjual harta gadai (marhun) untuk melunasi
utang rahin kepada murtahin sebagaimana diatur dalam pasal 403
KHES. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi
pembayaran utang rahin, jika hasil penjualan harta lebih dari utang
rahin, maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Namun, jika hasil
penjualan harta gadai belum mencukupi jumlah utang rahin, maka

rahin tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada murtahin.

D. Gadai Tanah Pertanian

Gadai tanah pertanian merupakan hubungan antara seseorang dengan
tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai darinya dan selama
gadai masih berlangsung, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh

pihak pemberi uang (pemegang gadai).

Menurut Eddy Ruchiyat (1983:55) yang dimaksud gadai tanah pertanian
merupakan penyerahan tanah pertanian oleh pihak pertama (pemilik tanah
yang memberi gadai) kepada pihak kedua (yang menerima gadai) atas
pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian menyerahkan tanah dan

dapat menerima kembali tanah tersebut setelah pembayaran kembali
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sejumlah uang yang sama, sehingga gadai tanah pertanian merupakan

pemindahan hak sementara.

Sedangkan pengertian gadai tanah menurut hukum agraria nasional
dalam Undang-Undang nomor 56 Tahun 1960 angka 9a yaitu hubungan
antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang
uang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu
tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai)
selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang

dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Hukum Gadai Tanah Pertanian Menurut Para Ahli Hukum
1. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-2

Terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama) menyikapi

permasalahan gadai tanah pertanian/sawabh, yaitu:

a. Haram :sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya

b. Halal :sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Menurut para ahli

hukum, adat yang berlaku tidak termasuk syarat.

c. Syubhat : sebab para ahli hukum berselisih pendapat

Muktamar memutuskan, bahwa lebih berhati-hati ialah pendapat

yang pertama (haram) (www.kataimam.blogspot.com).

Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa rusaknya akad

jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika para pihak saling
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3.

sepakat dan tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad, maka akad

itupun tidak rusak (boleh).

Dewan Pembina Konsultasi Syariah: Ustadz Ammi Nur Baits

Pada hakikatnya setiap utang yang membawa keuntungan adalah riba
sebagaimana riwayat Fudhalah bin Ubaid radhiallahu’ anhu, yang
artinya “setiap piutang yang memberikan keuntungan maka

(keuntungan) itu adalah riba” (konsultasisyariah.com)

Ahmat Sarwat, Lc

Hukum gadai tanah dengan pemanfaatan tanah oleh murtahin dibagi

menjadi 2 pendapat, yaitu:

Jumhur ulama  : tanah tidak boleh dimanfaatkan baik dengan izin

maupun tanpa izin rahin.

Hanafiyah : tanah boleh dimanfaatkan dengan izin rahin.

(m.eramuslim.com)
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian adalah penelitian lapangan (Field research)
sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data
yang menunjukkan kualitas/mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses,
peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau
berupa kata-kata (Widoyoko, 2016: 18).

Penelitian kualitatif merupakan lawan dari penelitian eksperimen, dimana
peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian sehingga dibutuhkan
kemampuan khusus untuk menilai dan mendeskripsikan objek penelitian yang

akan mempengaruhi kualitas data yang didapat.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang. Penulis memfokuskan penelitian pada praktik gadai
tanah pertanian sistem oyotan di desa tersebut. Adapun yang membedakan
Desa Ngemplak dengan desa lainnya yaitu desa ini tergolong ekonomi lemah

dan lokasi yang jauh dari pusat perkotaan.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data

primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang
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pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung (Widoyoko,
2016: 23). Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada
warga Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang yang
pernah melakukan akad gadai tanah oyotan, baik pemberi gadai maupun
penerima gadai. Jumlah responden 8 orang dari Dusun Sreyal, Dusun
Ngemplak, Dusun Tukung dan Dusun Petung. Pada konsep awalnya,
penelitian ini tidak dibatasi jumlah respondennya, yang dibatasi adalah
sampai peneliti menemukan jawaban jenuh.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua
(Widoyoko, 2016: 23), data sekunder ini diantaranya data kearsipan Desa

Ngemplak berupa data statistik desa tersebut.

. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal penting dalam sebuah penelitian
untuk memperoleh satu data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan langsung yang dilakukan
oleh peneliti, sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung keadaan
di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang
permasalahan yang akan diteliti (Widoyoko, 2016: 46) yaitu apa yang
dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari terutama aktivitas

gadai tanah pertanian sistem oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan
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Windusari Kabupaten Magelang. Tujuan dari metode ini adalah untuk
mencatat perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh petani di Desa
Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang diantaranya
mengenai letak geografis desa, jumlah penduduk, pertanian dan

komoditasnya serta praktik gadai tanah oyotan di desa tersebut.

. Wawancara

Wawancara/Interview/kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara (Arikunto, 2011: 198).

Wawancara tersebut akan dilakukan kepada petani di Desa Ngemplak,
Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang pernah melakukan
transaksi gadai tanah pertanian sistem oyotan, baik sebagai pemberi gadai
(rahin) maupun penerima gadai (murtahin) sejumlah 8 orang.

Tujuan penulis menggunakan teknik wawancara Yyaitu untuk
mengetahui secara langsung bagaimana praktik gadai tanah pertanian di

Desa Ngemplak guna memperoleh data yang kongkrit dan valid.

. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Teknik ini digunakan penulis untuk mengamati, memeriksa dan
mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang
dibutuhkan yaitu data statistik pertanian Desa Ngemplak, meliputi data

jumlah petani, komoditas pertanian serta luas lahan pertanian.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan ke orang
lain (Sugiyono, 2016: 244).

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu:

data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

) Pengumpulan Data

A

[ Reduksi Data

Penyajian Data }

Kesimpulan/Verifikasi }

Gambar 3.1. Skema Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak seiring lamanya
penelitian dilakukan sehingga perlu segera dianalisis. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal
penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016: 247). Data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga

memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
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2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, Flowchart dan
sejenisnya (Sugiyono, 2016: 249). Menurut Miles dan Huberman,
penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif. Peneliti harus membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis

agar mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing/Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi
jelas dapat berupa hubungan klausal, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016 :

253).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai tanah oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang sebagai berikut: (a) rahin menggadaikan tanahnya
kepada murtahin untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk utang, (b)
penyerahan marhun bersamaan dengan penerimaan utang, (c) selama akad
gadai berlangsung, marhun ditahan dan dikelola oleh murtahin (d)
pengembalian marhun bersamaan dengan pelunasan utang oleh rahin,
yang berarti akad gadai oyotan tersebut telah berakhir. Akad kerjasama
pembiayaan ini telah dipraktikkan warga secara turun menurun dan masih
berlangsung hingga saat ini. Akad gadai tanah oyotan dipilih warga karena
prosesnya yang cepat, mudah dan praktis serta keutuhan tanah tersebut
terjamin. Praktik gadai ini berjalan dengan lancar dan belum pernah terjadi

sengketa dalam transaksi tersebut.

2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik gadai
tanah oyotan ada yang sesuai dan tidak sesuai. Praktik yang sesuai adalah
rukun dan syarat gadai yaitu: rahin, murtahin, marhun, marhun bih serta
akad (ijab qabul). Sedangkan yang belum sesuai adalah tentang

berakhirnya akad gadai ketika jatuh tempo. Berdasarkan KHES pasal 403
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(2) ketika jatuh tempo namun rahin belum bisa melunasi utangnya maka
harta gadai dijual paksa untuk melunasi utang tersebut, tetapi yang terjadi
dalam prakti gadai oyotan yaitu akad gadai diperpanjang sampai rahin

mampu membayarnya.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi
yang bermakna tentang Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem
Oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
Berkaitan dengan penelitian tersebut, penulis bermaksud memberikan saran
kepada para pihak yang berakad untuk membuat akad tertulis yang

menjelaskan isi perjanjian tersebut dari awal hingga akhir.
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